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INTI SARI 

Meningkatnya kebutuhan penguasaan dan penggunaan 
tanah1 meningkat pula permasalahan yang timbul dibidang 
p e r t a n a h a n .  Un tuk d a p a t  m e n y e l e s a i k a n  p e r m a s a l a h a n  
pertanahan secara tuntas1 maka pemerintah telah mengadakan 
perubahan secara mendasar terhadap eksistensi kelembagaan 
pertanahan. Perubahan bentuk organisasi untuk meningkatkan 
kedudukan instansi pertanahan dalam struktur pemerintahan 
sehingga dapat mengemban tugas dibidang pertanahan. 

Pelaksanaan dari tugas-tugas dibidang pertanahan 
didaerah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Untuk 
dapat mengakomodasikan keseluruhan tugas-tugas dan tanggung 
jawab Badan Pertanahan Nasional, maka diperlukan suatu 
sistem manajemen pertanahan. 

Berdasarkan hal tersebut sehingga penelitian ini 
diberi judul : "Sistem Manajemen Pertanahan Dalam Menunjang 
Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Jayapura Provinsi Irian 
Jaya". Selanjutnya permasalahannya adalah bagaimana 
penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem manajemen 
pertanahan dalam menunj ang pelayanan di Kantor Pertanahan 
di Kota Jayapura. 

Peneli tian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk 
mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem 
manj emen pertanahan dalam menunj ang pelayanan kepada 
masyarakat. Sedang yang menjadi daerah penelitian adalah 
Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan semua seksi dan sub 
bagian tata usaha dengan hasil-hasil yang dicapai. Data 
yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder yang 
dikumpulkan melalui studi kepu stakaan1 studi dokumen1 
wawancara dan hasil kuesioner. Analisis yang digunakan 
adalah analisis tabulasi dalam bentuk tabel dan uraian. 

Berdasarkan data yang diperoleh1 setelah dianalisa 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam melaksanakan 

tugasnya telah menerapkan fungsi manajemen dengan cukup 
baik. Hal ini terbukti dari jumlah responden menyatakan 
58110 % perencanaan cukup baik1 62186 % pengorganisasian 
cukup baik1 63133 % pemberian perintah cukup baik, 49,58 
% pengkoordinasiaan kurang baik dan 57114 % pengawasan 
cukup baik. Secara keseluruhan didapatkan nilai rata
rata 58120 % yang menunjukkan penerapan fungsi-fungsi 
manajemen pertanahan dalam menunjang pelayanan di Kantor 
Pertanahan Jayapura cukup baik. 

2. Hasil-hasil yang telah dicapai dikatakan cukup baik. Hal 
ini terbukti dari nilai rata-r a ta dari hasil yang 
dicapai masing-masing seksi dan sub bagian tata usaha 
sebesar 56,58 % apabila dimasukan dalam klasifikasi 
penilaian termasuk dalam klasifikasi cukup baik. 

Pada akhir penulisan ini penulis menyarankan bahwa 
kepada seluruh pejabat dan karyawan Kantor Pertanahan Kota 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tanah adalah merupakan bagian dari permukaan bumi 

yang memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. 

Untuk itu pengelolaan dan pengembangan administrasi 

pertanahan perlu dilakukan sed emikian rupa sehingga 

dapat mengakomodasikan dan men gkoordinasikan semua 

kepentingan akan tanah secara serasi, selaras, seimbang 

dan lestari antar berbagai kepentingan. 

Mengingat tanah memiliki nilai yang strategis 

dalam pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan akan tanah 

yang semakin meningkat serta selalu diiringi dengan 

peningkatan permasalahan dibidang pertanahan baik secara 

kuantitas maupun hal penguasaan, pemilikan serta 

penggunaanya. 

Untuk mengantisipasi masalah pertanahan tersebut 

d a n  g u n a  m e m b e r i k a n  p e l a y a n a n  y a ng b a ik k e p a d a  

masyarakat, maka pemerintah telah mengadakan perubahan 

yang mendasar terhadap eksistensi kelembagaan pertanahan 

dengan berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1988 tentang 



Tahun 1999 Jo. Keppres Nomor 95 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan 

Pertanahan Nasional. 

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Keppres 

Nomor 26 tahun 1988 Jo. Keppres Nomor 154 tahun 1999 Jo 

Keppres Nomor 95 tahun 2000 disebutkan bahwa Badan 

Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non 

Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

j awab langsung kepada Presiden, yang bertugas membantu 

Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi 

pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 

maupun peraturan perundangan l ainnya yang meliputi 

pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan 

hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan 

lain-lain. 

Pelaksanaan dari tugas-tugas pelayanan kepada 

masyarakat di bidang pertanahan di daerah adalah Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan pada 

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 

1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional d i  Pr opinsi dan Kantor 

Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. 

Dengan demikian Kantor Pertanahan Kota Jayapura 

ruoakan oraanisasi nelavanan t�rn�nnn Rndnn P�rrnn�h�n 



peningkatan mutu pelayanan dibidang pertanahan tidak 

lepas dari upaya memperbaiki kondisi kantor pertanahan 

itu sendiri. 

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan 

dari masyarakat yakni adanya peningkatan kuali tas dan 

kuantitas pelayanan aparatur Kantor Pertanahan Kota 

Jayapura selaku intansi yang memiliki wewenang langsung 

dalam hal pengurusan dan pengelolaan bidang pertanahan 

yang dapat mengakomodasikan keseluruhan tugas-tugas dan 

tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional sehingga apa 

yang manjadi harapan masyarakat akan dapat terwujud. 

Pentingnya pelaksanaan sistem manajemen pertanahan 

dalam tugas sehari-hari kantor per tanahan selaku 

i n s t a n s i  p e l a k s a n a  y a n g  t e r k a i t l a n g s u n g  d e n g a n  

pemberian pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut di 

karenakan luasnya ruang lingkup, volume tugas, dan 

f u n g s i  p e n a n g a n a n  di b i d a n g  p e r t a n a h a n ,  u r u s a n  

pertanahan yang bersifat lintas sektoral dan meliputi 

berbagai aspek yaitu aspek pengaturan penguasaan tanah, 

aspek penatagunaan tanah, aspe k pengurusan hak-hak 

tanah, aspek pengukuran pemetaaan dan pendaftaran tanah, 

serta aspek administrasi dan pengawasan. 

Tan a adan a sistem mana·emen dalam ela anan di 



pengurusan, dan pengelolaan bidang pertanahan secara 

konsepsional, terarah dan terp adu. Untuk itu sudah 

sepantasnyalah apabila dalam penanganan dan pengelolaan 

b i d a n g  p e rt a n a h a n  itu kita g u n a kan d e n g a n  s u atu 

pendekatan sistem. Pendekatan Sistem yang dimaks ud 

adalah pendekatan dalam meninjau s uatu permasalahan 

secara keseluruhan, dengan memadukan sifat-sifat saling 

mempengaruhi dan saling mempunyai ketergantungan antara 

komponen sistem tersebut untuk mencapai tujuan sistem. 

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga penulis 

tertarik untuk mengadakan pene litian mewujudkannya 

dalam bentuk skripsi dengan judul: 

"SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN 

DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA". 

B. Perumusan Masalah 

Meningkatnya tugas dibidang pertanahan dan 

semakin pentingnya urusan pertanahan, maka instansi 

pertanahan dituntut adanya suatu mutu pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional yang bermuara kepada 

pelayanan masyarakat yang secara nyata menunjukkan bahwa 

e n  i s  di m e n s i  d a n vo l u m e  b e b a n ke r·a terda at 



sec�.�a beren��P.J' 1-leYa"rah, ±e.rpadu s-anqatlah diperlukan, 
,- I, I 

sehingga dibutuhkan sistem'manajemen yang baik. 

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya penyusun 

dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam 

menunjang pelayanan di Kantor Pertanahan Kota 

Jayapura sudah baik ? 

2. Bagaimana hasil-hasil yang telah dicapai dari 

pelaksanaan sistem manajemen pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kota Jayapura ? 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luas dan kompleksnya ruang lingkup, 

serta terbatasnya waktu dan dana penelitian ini, maka 

penyusun memberikan batasan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Karena masalah sis tern manaj emen sangat luas, maka 

dalam penelitian ini penyusun hanya akan meneliti 

masalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam 

m e n un j a ng p e l a y a n a n  di K a n tor Pertanahan Kota 

Jayapura. Fungsi-fungsi manajemen di sini menurut 

He n r y  Fa yol m e l i p u t i  p l a n n i ng, organizi ng, 



Jayapura penyusun membatasi hasil-hasil pekerjaan 

selama empat tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 

tahun anggaran 1999/2000. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Dari Permasalahan di atas maka tujuan diadakan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen 

dalam menunjang pelayanan di Kantor Pertanahan Rota 

Jayapura. 

b. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dari 

pelaksanaan sistem manajemen pertanahan di Kantor 

Pertanahan Rota Jayapura. 

2. Kegunaaan Penelitian 

De n g a n  d i l a ks a n a ka n n y a  p e n e l i t i a n  i n i  m a ka 

harapan penyusun adalah agar hasil penelitian ini : 

a. Dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi penerapan fungsi-fu ngsi manajemen 

pertanahan di Kantor Pertanahan Rota Jayapura. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan 

tugas pelayanan di Kantor Pertanahan Rota Jayapura. 



A. Kesimpulan 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar kan hasil pembahasan pada Bab V mqka 1 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Da ri kategorisasi yang telah di teta pkan yqi tu 

kategori baik1 cukup baik1 kurang baik dan tidak 

baik1 maka penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan �ota 

Jayapura secara umum termasuk dalam kategori cqkup 

baik. Da ri j umlah responden menyata kan 581 1Q % 

perencanaan cukup baik1 62186 % pengorganisasian 

cukup baik1 63133 % pemberian perintah cukup bqik1 

49158 % pengkoordinasian kurang baik dan 57114 % 

pengawasan cukup baik. Secara keseluruhan didapa�kan 

nilai rata-rata 58120 % sebagai nilai yang diharapkan 

ap abila dimasukan dalam klasifikasi penilaian 

termasuk klasifikasi cukup baik (56-75 %) Hal ini 

men unj uk kan pene r a p a n  fungsi - f un gsi m an a j e�en 

pertanahan dalam men unj ang pelayanan di Ka�tor 

Pertanahan Kota Jayapura cukup baik1 dengan demi�ian 



2. Jika dilihat dari hasil-hasil yang telah dicapai dari 

pelaksanaan sistem. manajem.en di Kantor Pertanahan 

Kota Jayapura, maka terlihat bahwa hasil yang dicapai 

setiap tahunnya secara kualitas sebagian besar 

mengalami peningkatan, walaupun sebagian yang tidak 

menentu atau tidak selalu mangalami peningkatan. Hal 

ini dikarenakan antara lain oleh faktor geografi 

dimana sebagian besar wilayah Kota Jayapura merupakan 

daerah pegunungan dan dari personil-personil yang ada 

jumlahnya masih relatif sedikit. Nilai rata-rata dari 

hasil kegiatan yang dicapai masing-masing Seksi dan 

Sub Bagian Tata Usaha sebesar 56, 58 S-
o • Hal ini 

menunjukkan P elaksanaan Sistem. Manajem.en di Kantor 

Pertanahan Kota Jayapura cukup baik. Dengan demikian 

anggapan dasar yang diajukkan penulis terbukti. 

B. Saran 

1. Untuk lebih meningkatkan pen erapan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khusus-

nya menyangkut pelayanan yang lebih baik, agar kepala 

kantor lebih menerapkan pola kepemimpinan yang lebih 

baik lagi demikian pula untuk para kepala seksi dan 

kepala sub bagian tata usaha. 

"> n ... +- .. tr .... .,n,.:>T"\:>; no.l ::au::an::an "�:T::anCT 1 P.hi h hr� i k laai kenada 



perl u  l eb ih b e rupa y a  m e n i n g k a t k a n  hasil-ha sil 

pekerjaan antara lain m elalui peningkatan penyuluhan 

k epada masyarakat untuk m eminimalisasi tuntutan 

masyarakat di bidang pertanahan yang semakin marak 

saat ini. 

3. Unt u k  p e n i n g k a t a n  sumb e r  d a y a  ma nusi a aparat 

pelaksana Kantor Pertanahan Kota Jayapura diperlukan 

peningkatan pekerjaan secara kualitas juga diikuti 

peningkatan hasil kegiatan secara kuantitas. 
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